
SALINAN

BUPATI I(TDIRI
PROVINSI JAtrIA TIMUR

PERATURAN DAERAII KABI'PATEIT XTDIRI

NOMOR 1 TAIIUN 2015

TEITTANG

ORGANISASI DAtr TATA KTR.'A

BN)AN KTSATUAIT BAITGSA DAIY POLITIK

DTNGAIT RATIMAT TT'HAIT YANG UAHA ESA

BUPATI KEDIRI,
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah

Daerah perlu dilakukan penataan kelembagaan Perangkat

Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diubah dengan Undang

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara

Republik Indonesia Nomor 27301 ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;

Menimbang

Mengingat

I
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

558e);

5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOT tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun t999 tentang Rumpun

Jabatan F\rngsional Pegawai Negeri Sipil ;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2OlO;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4

tentang Pembentukan Produk Hulmm Daerah;

Deugan PersetuJuan Bersama
DEUIAN PERWAIIILAN RAI(YAT DATRAII KABUPATEN KTDIRI

dan
BUPATI KTDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
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BAB I
KETENTUAN I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut

Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kediri.

6. Kepala Bakesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Kediri.

BAB II
PEMBENTI'I(AIT

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Kediri.

BAB III
susuNAN, KTDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Bakesbangpol terdiri dari :

a. Kepala ;

b. Sekretariat;

c. Bidang ;

d. Sub Bagian;

e. Sub Bidang;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1), huruf b

terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Pen5rusunan Program;

c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1), huruf c terdiri
dari :



4

a. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :

1) Sub Bidang kmbaga Politik ;

2) Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan.

b. Bidang Integrasi Bangsa terdiri dari :

1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;

2) Sub Bidang Pembauran.

c. Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM terdiri dari :

1) Sub Bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan

Masyarakat ;

2) Sub Bidang Demokrasi dan HAM.

d. Bidang Kewaspadaan terdiri dari :

1) Sub Bidang Pencegahan Konflik ;

2) Sub Bidang Penanganan Konflik

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasat 4
(1) Bakesbangpol berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas

kepala daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan

perlindungan masyarakat.

(2) Bakesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Bakesbangpol

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b dipimpin oleh seor€rng Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Bakesbangpol.

(a) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Bakesbangpol.

(5) Sub Bagran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Sekretaris.

(6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

humf e dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bidang.
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Baglan Ketiga
Tugas Pokok dnn Fungsi

Pasal 5
(1) Bakesbangpol mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat

spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan

masyarakat.

(2) Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusa.n kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa,

politik dan perlindungan masyarakat ;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan

perlindungan masyarakat;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan

bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 6
Bagan Susunan Organisasi Bakesbangpol sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB TV
TATA KER^'A

Pasal 7
(1) Kepala Bakesbangpol dalam menjalankan tugasnya harus

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplilikasi dalam lingkup Badan maupun dengan instansi

lainnya.

(2) Kepala Bakesbangrol harls memberikan petunjuk,

membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas

bawahannya
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BAB V
JABATAN TUNGSIONAL

Pasal 8
(1) Bakesbangpol dapat mempunyai Kelompok Jabatan

Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan F\rngsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bakesbangpol.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Vt
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAIT

Pasal 9
(1) Kepala Bakesbangpol diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati atas pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan Kabupaten Kediri.

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Bakesbanglrol diangkat

dan diberhentikan sesuai ketentuan peratura.n perundang-

undangan.

BAB VII
KETEilTUAN PERALIIIAN

Pasal 1O
Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun

2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan

dilaksanakan pengisian formasi perangkat daerah berdasarkan

Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KBITNTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2OO8 tentang

Organisasi dan Tata Keda Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2OO8 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 12

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan

Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan

sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggat12-I-2015

BUPATI KEDIRI,

HARYAITTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 2-2-2015

SEKRETARIS DAERAII I{ABUPATEN KEDIRI,

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN KEDIRI TATIUN 2015 ITOMOR 1

ITOREG PERATI'RAN DAERAII KABI'PATEIY KTDIRI, PROVINSI JAWA TIMTIR:

o14-U20ls
Saliaan sesual dengan asltnya

a.n.

H.
Pembiaa Utama Madya

NrP. 195aO7 t7 L98603 1018

ttd

ttd

/



PEITJELITSAtr

ATAS

PERATURAN DAIRAII KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 1 TAIIUN 2015

TEITTANG

ORGAITISASI DAIT TATA I(ER.'A

BADAIT KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. TIMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata luas

dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOT tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2OLO,

maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bahwa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

yang dibentuk denagan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OO8

Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 63) perlu

disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Culiup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
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Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAIT DAERAII KABUPATEN KEDIRI NOMOR 13O

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran para pemangku
kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai
dengan linglmp kewenangannya, baik lintas sektor fir&npnl1.
antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu
dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam
penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norrna, prinsip,
dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan
penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional,
dan proporsional.

Ayat (21

Cukup jelas



BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

esllnya
BUPATI

)

I.ATSPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEOIRI
t{OtOR :lTAHUN2015
TAIIGGAL:2-2-2015

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PENYUSUNATI

PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIOML BIDANG

KEWASPADAAN

BIDANG POLITIK DAN
HUBUNGAN ANTAR

LEMBAGA

BIDANG
INTEGRASIBANGSA

PERLINDUNGAN
BIDANG

DAN HAM

SUB BIDANG
LEMBAGA POLITIK

SUB BIDANG
WAWASAN KEBANGSAAN

PERLINDUNGAN

SUB BIDANG
PEMBERDAYAAN SATUAN

SUB BIDANG
PENCEGAHAN KONFLIK

SUB BIDANG
PENANGANAN KONFLIK

SUB BIDANG
LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

SUB BIOANG
PEMBAURAN

SUB BIDANG
DEMOKRASI DAN HAM

NIP.

(

)


